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LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PENDOWOHARJO,

: a. bahwa dalam perkembangan kegiatan tahun 2025
terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan, maka perlu dilakukan
Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Kalurahan Pendowoharjo
Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2025;

b. berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan Pendowoharjo tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon
Kabupaten Bantul Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa  Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
6914);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7059);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

tentang Badan Usaha Milik Desa  (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1569);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 252);

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan
Keistimewaan Daerah Istimewa  Yogyakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 9);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan
Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman
Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2019 Nomor 25);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan
Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
24);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan
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(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5
Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 129); sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7
Tahun 2023 tentan Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 160);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8
Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan
Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 131);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 140);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019
tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk
Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020
tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 134);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Barang /Jasa di Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada  Kalurahan Program  Pemberdayaan
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Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);

Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8
Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan
Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo
Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 2
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kalurahan Pendowoharjo Tahun
2025 - 2028 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo
Tahun 2025 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 3
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kalurahan Pendowoharjo Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo
Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

Menetapkan

dan
LURAH PENDOWOHARJO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN
2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 semula
berjumlah Rp 5.749.780.929,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan
juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)
bertambah sejumlah Rp 54.153.580,- (Lima puluh empat juta seratus lima

puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

sehingga menjadi Rp

5.803.934.509,- (Lima milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh
empat ribu lima ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Semula

b. Bertambah

Rp 5.749.780.929,-
Rp 54.153.580,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 5.803.934.509,-



2. Belanja Kalurahan
a. Semula
b. Berkurang

Jumlah belanja setelah perubahan menjadi

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan

Selisih Pembiayaan setelah Perubahan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah Perubahan

Pasal 2

Rp 6.196.713.005,-

Rp

330.000.102,-

Rp 5.866.712.903,-

Rp 446.932.076,-
Rp 39.734.818,-
Rp 486.666.894,-
Rp 0,-
Rp 423.888.500,-
Rp 423.888.500,-
Rp  62.778.394,-
: Rp O’_

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa
Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna

pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan
Pendowoharjo.

Ditetapkan di Kalurahan Pendowoharjo
Pada tanggal 29 September 2025
LURAH PENDOWOHARJO,
ttd
HILMI HAKIMUDIN

Diundangkan di Kalurahan Pendowoharjo

Pada tanggal 29 September 2025

CARIK PENDOWOHARJO,

ttd
MAYA FITRIANINGSIH
LEMBARAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER KAPANEWON SEWON 20/PENDOWOHARJO/2025
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2025

I/MUSRIF‘AH
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